BAB 5
PENUTUP

5.1Kesimpulan
Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka
kesimpulan yang dapat ditarik adalah:

1) Hingga saat ini Hukum positif Indonesia tidak memiliki definisi dan
pengaturan yang pasti tentang pelecehan seksual. KUHP menjadi salah
satu opsi yang dapat digunakan untuk menjatuhkan sanksi bagi para
pelaku, namun istilah yang digunakan oleh KUHP adalah perbuatan
cabul, apabila didefinisikan perbuatan cabul merupakan perbuatan yang
melanggar kesusilaan dan hanya terbatas pada perbuatan fisik yang
memiliki unsur seksual didalamnya, seperti cium-ciuman serta meraba-
raba anggota payudara dan anggota kemaluan, sedangkan pada
kenyataannya pelecehan seksual bisa saja berbentuk tindakan non-fisik
seperti pelecehan secara verbal misal merayu atau catcalling, pelecehan
dengan isyarat seperti melirik dan menatap seseorang secara seksual.
Pelecehan seksual juga bisa terjadi melalui media komunikasi misal
mengirimkan seseorang gambar atau video yang memiliki unsur
seksual. Kekerasan dan pelecehan seksual sendiri dapat terjadi dimana
saja salah satunya terjadi di dunia kerja. Perbuatan tersebut seringkali
diakibatkan karena ada sebuah ketimpangan relasi kuasa atau relasi
gender, seringkali yang menjadi pelaku adalah atasan dan rekan kerja
yang setara atau lebih senior dibandingkan korban. Bentuk kekerasan
yang terjadi biasa diikuti dengan sebuah iming-iming atau sebuah
ancaman, bentuk tersebut dikenal sebagai” quid pro quo”. KUHP
sendiri memiliki sebuah pengaturan untuk memberikan sanksi bagi
setiap pejabat atau pegawai negeri sipil yang melakukan perbuatan cabul
terhadap orang yang ada di bawah wewenangnya hal ini diatur dalam
Pasal 294 Ayat (2) angka 1 KUHP, pengaturan ini hanya memberikan
kekhususan bagi mereka yang bekerja di sektor publik saja, sedangkan

kekerasan dan pelecehan seksual mungkin saja terjadi di sektor privat.
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2)

Selain KUHP, UU Ketenagakerjaan juga tidak secara eksplisit mengatur
perbuatan kekerasan atau pelecehan seksual di dunia kerja. UU
Ketenagakerjaan hanya menyebutkan bahwa setiap tenaga kerja berhak
mendapatkan perlindungan secara moral dan kesusilaan, sedangkan
kesusilaan sendiri tidak dijelaskan apa maksud dan batasannya. Selain
itu, UU Ketenagakerjaan juga memberikan sebuah hak khusus bagi
perempuan yang memiliki waktu kerja dari malam hari hingga pagi hari
(23.00-05.00). Berdasarkan pengaturan yang ada tersebut dapat
disimpulkan bahwa perlindungan pelecehan seksual di dunia kerja
dalam hukum positif Indonesia hanya cenderung berfokus pada pihak-
pihak tertentu saja, misalnya pegawai negeri sipil (aparatur sipil negara),
sehingga dalam penerapannya menimbulkan diskriminasi bagi pekerja
di sektor swasta. Selain itu dalam upayanya melakukan pencegahan
pemerintah  Indonesia melalui  Menteri  Ketenagakerjaan dan
Transmigrasi mengeluarkan sebuah SE tentang pedoman pencegahan
pelecehan seksual di tempat kerja, namun sayangnya pedoman ini hanya
dijadikan sebagai sebuah anjuran dan tidak memaksa setiap pemberi
kerja untuk menerapkannya. Celah-celah tersebut yang semakin
menunjukan adanya sebuah kelemahan bagi Indonesia untuk
melindungi tenaga kerja dari segala bentuk kekerasan dan pelecehan
seksual, akibatnya timbul kekosongan hukum dimana para pelaku tidak
mendapatkan hukuman atas perbuatan yang mereka lakukan dan korban
merasa tidak terlindungi.

Konvensi ILO 190 Tahun 2019 merupakan standar-standar
internasional yang berkaitan dengan penghapusan segala bentuk
kekerasan dan pelecehan seksual di dunia kerja. Konvensi ini
merupakan wujud nyata dari komitmen ILO untuk menciptakan sebuah
lingkungan kerja atau dunia kerja yang terbebas dari segala bentuk
kekerasan dan pelecehan seksual, sehingga setiap tenaga kerja dapat
mendapatkan rasa aman dan dapat meningkatkan produktivitas kerja.
Konvensi ILO Nomor 190 Tahun 2019 mendefinisikan kekerasan dan

pelecenan seksual sebagai dua hal yang tak terpisahkan yaitu,
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serangkaian perilaku atau ancaman yang tidak dapat diterima dan
bertujuan mengakibatkan atau mungkin menimbulkan sebuah kerugian
baik secara fisik, psikologis, seksual dan ekonomi. Maksud dari
konvensi ini untuk melindungi seluruh tenaga kerja dari segala bentuk
kekerasan dan pelecehan seksual yang dapat terjadi karena adanya relasi
kuasa, rekan sekerja atau pihak-pihak ketiga yang memiliki hubungan
langsung dengan dunia kerja seperti contoh pemasok, pasien, klien, dan
seterusnya. Konvensi ILO Nomor 190 Tahun 2019 memberikan
perlindungan bagi seluruh tenaga kerja baik dalam sektor publik atau
swasta dan pencari kerja hingga mereka yang sedang melakukan
perjalanan karena pekerjaan. Konvensi ini juga memberikan perhatian
bahwa korban kekerasan dalam ranah rumah tangga perlu dilindungi
karena dapat mempengaruhi kegiatan di dunia kerja, sehingga dalam
Rekomendasi 206, dijelaskan langkah-langkah yang dilakukan untuk
melindungi para korban seperti memberikan cuti bagi korban yang
mengalami kekerasan. Dunia kerja yang dimaksud dalam konvensi ini
juga bukan sebatas mereka yang bekerja dalam waktu 8 jam kerja sehari,
melainkan mereka yang sedang dalam perjalanan kerja, tempat mereka
dibayar serta media komunikasi. Konvensi ILO Nomor 190 Tahun 2019
menjelaskan pencegahan apa yang dapat dilakukan dan bentuk
pemulihan yang dapat diberikan kepada para korban, serta langkah-
langkah untuk melakukan penegakan terhadap para pelaku. Konvensi
ini jJuga mengatur untuk setiap negara yang meratifikasi meminta setiap
lembaga atau organisasi pekerja atau pengusaha untuk meningkatkan
kesadaran akan kekerasan dan pelecehan seksual yang dapat terjadi di
dunia kerja. Konvensi ILO Nomor 190 Tahun 2019 dapat melindungi
setiap tenaga kerja dari segala bentuk kekerasan dan pelecehan seksual
di dunia kerja di Indonesia, mengingat hingga saat ini masih adanya
kekosongan hukum untuk melindungi korban-korban kekerasan dan
pelecehan seksual khususnya di dunia kerja. Selain itu, Konvensi ini
bukan hanya melindungi tenaga kerja yang ada di Indonesia, melainkan

tenaga kerja yang berada di luar negeri juga dapat memperoleh
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perlindungan yang sama, apabila negara tujuan tersebut juga
meratifikasi Konvensi ini. Indonesia dapat menuntut apabila negara
tersebut tidak melaksanakan standar-standar yang telah diatur dalam
konvensi ini sesuai dengan complaint procedure dalam supervisory
mechanism.

Sebagai negara hukum Indonesia sangat berpegang pada hukum-hukum
tertulis namun pada kenyataannya karena perkembangan zaman,
nampaknya hukum Indonesia tidak dapat mengatasi permasalahan
hukum yang semakin kompleks. Berdasarkan pemikiran Prof. Satjipto
mengenai teori hukum progresif, hukum adalah sesuatu yang terus
bergerak dan hukum diciptakan untuk melindungi manusia. Sejalan
dengan pemikiran tersebut dapat dilihat bahwa Indonesia sedang
mengalami ketertinggalan berkaitan dengan hukum yang mengatur
kekerasan dan pelecehan seksual khususnya di dunia kerja. Seharusnya
hukum mengikuti perkembangan zaman tersebut bukan manusia yang
dipaksa untuk masuk ke dalam sistem hukum tersebut, yang akibatnya
menimbulkan kekosongan hukum berkaitan dengan kekerasan dan
pelecehan seksual di dunia kerja dimana belum ada satupun pengaturan
yang dapat melindungi para korban dan menjatuhkan sanksi bagi para
pelaku. Maka, Konvensi ILO Nomor 190 Tahun 2019 menjadi sangat
penting untuk diratifikasi mengingat konvensi ini dapat mengisi
kekosongan hukum yang selama ini ada di Indonesia khususnya
berkaitan dengan pelecehan seksual. Tindakan berkaitan dengan
kekerasan serta pelecehan seksual dianggap sebagai salah satu bentuk
pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Konvensi ini akan menjadi
dampak yang sangat baik untuk perkembangan hukum Indonesia dan
dapat meningkatkan kesadaran kepada masyarakat bahwa, kekerasan
dan pelecehan seksual bukan sebuah perbuatan yang seharusnya
dibiarkan dan diwajarkan karena, tindakan tersebut dapat memberikan
kerugian baik secara fisik, psikologis dan ekonomi. Konvensi ini
memberikan kewajiban kepada negara untuk memiliki sebuah

pengaturan yang dapat memaksa setiap pengusaha atau pemberi kerja
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agar memuat klausa tentang pencegahan atau penegakan kekerasan dan
pelecehan seksual di dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja
bersama. Selain itu konvensi ini juga dapat melindungi tenaga kerja
Indonesia di negara lain yang juga meratifikasi Konvensi ini dan dapat
membuka kemungkinan adanya Kerjasama antara Indonesia dengan
negara tersebut. Melalui penjelasan ini penulis berpendapat bahwa guna
mewujudkan standar ketenagakerjaan dan memberikan perlindungan
bagi tenaga kerja dari segala bentuk kekerasan dan pelecehan seksual
Konvensi ILO Nomor 190 Tahun 2019 penting untuk diratifikasi.

5.2 Saran

1.

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang sudah dijelaskan, penulis
memberi saran untuk pemerintah agar sesegera mungkin melakukan
ratifikasi terhadap Konvensi ILO Nomor 190 Tahun 2019.

Penulis memberi saran kepada pemerintah untuk secara bersama-sama
dengan serikat pekerja dan organisasi pengusaha untuk melakukan diskusi
tentang ketentuan mengenai kekerasan dan pelecehan seksual di dunia kerja
yang akan diterapkan di Indonesia sesuai dengan Konvensi ILO Nomor 190
Tahun 2019.

Penulis memberikan saran kepada pemerintah untuk menentukan standar
yang menunjukan kapan seseorang melakukan kekerasan seksual dan
pelecehan seksual.

Penulis memberi saran kepada perusahaan dan pemberi kerja untuk secara
aktif melakukan pencegahan dengan memasukan klausa kekerasan dan
pelecehan seksual sebagai pelanggaran berat baik di dalam Peraturan
Perusahaan atau PKB. Selain itu, setiap perusahaan dan pemberi Kkerja
melakukan penindakan terhadap pelaku sesuai dengan Konvensi ILO
Nomor 190 Tahun 2019.

Penulis memberikan saran kepada setiap pekerja dan tenaga kerja untuk
berani melaporkan kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi pada
dirinya atau orang lain. Selain itu, setiap pekerja dan tenaga kerja juga harus
memiliki kesadaran akan perbuatan kekerasan dan pelecehan seksual

merupakan pelanggaran akan hak asasi manusia.
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6. Penulis memberikan saran kepada masyarakat umum untuk turut
berpartisipasi mencegah atau melaporkan perbuatan-perbuatan yang

berkaitan dengan kekerasan dan pelecehan seksual.
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